EXECUTIVE SUMMARY

Harta Kewarisan Isteri yang Bekerja

A. ABSTRACT

In the course of life, human being undergoes some stages, that is, birth stage, living in
the world stage, and death stage. On his death stage, his legacy goes to his heirg/offsprings,
legally. Therefore, the inheritance of the dead people that should go to the heirs has been
regulated in the law of the inheritance.

As a matter of fact, instead of being a housewife, a woman plays another role in her
married life; culturally, she goesto work to make money in order that she can make ends meet
for her family in addition to her husband’s. Indeed, the reactualization of the family law
concerning marital property has been done in case of the divorce (death or living), whilst, the
spouses do not even mind their marital property in that they do not come to an agreement of
the property whenever their married life comes to adivorce.

In order to make a clear cut distribution of the marital property to the inheritance, the
origin of the marital property clarification should be done: Hibah property, the inheritance, the
property before the marriage, the property possessed at the time of the marriage, and the
property possessed during the marriage except the hibah. Further, the inheritance is the heir’s
property minus personal property: property possessed before the marriage or a
gift/inheritance. The definition is also minus the spouses’ achievement during the marriage if
they come to agreement on the separation of their property in the marital agreement.

In contrast to UUP and KHI that says that spouses should make an agreement on their
property, Annisa 32 says that a husband does not deserve the property of his working wife. It
means that the property possessed by a wife from her work merely falls on her instead of her
husband.

To give alega protection to the inheritance of a working wife, a marital agreement on
the property, either possessed before or during the marriage, should be worth making in case
of the divorce/conflict. Therefore, a marital agreement certificate is very important as it
becomes the wife’s legal protection tool to her inheritance in case that there are some
unexpected things happen to her, i.e., cheating.

From the explanation above, the writer recommends that the spouses make a marital
agreement on their property before the Authority in order that they can get rid of the contra-
version of the division of the inheritance whenever they have to come to a divorce.
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B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kodrat perjalanan hidupnya akan melewati beberapa masa yakni
dilahirkan, hidup di dunia, kemudian meninggalkan dunia. Ketika manusia itu meninggal dunia
maka hak dan kewagjibannya akan berpindah kepada keturunan atau ahli warisnya, hal ini dapat
diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat
sifatnya?, namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya
perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu
dapat disdlamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang
mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu.
Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini
ketentuannya diatur dalam hukum waris. Berbicara mengenal hukum kewarisan maka ada 3
unsur yang melekat yaitu: adanya pewaris (orang yang meningga dunia yang memiliki harta
warisan), adanya muwaris ( ahli waris yang akan menerima harta warisan) dan adanya maurus (

harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris).

Dalam terminologi figh dikena istilah harta peninggalan dan harta warisan. Harta
peninggalan disebut juga tirkah. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai harta
warisan, maka perlu diselesaikan kewgjiban tertentu. Dengan kata lain bahwa harta warisan
adalah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain didalamnya, sehingga ia menjadi
hak penuh bagi pewaris (pemilik harta). Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak
penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus
dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum dapat
beralih kepada ahli waris.

Daam a-Qur’an terdapat dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai
prasyarat apabila harta waris akan dibagi kepada ahli waris yaitu kewajiban menunaikan wasiat
dan pembayaran hutang, hal itu disebut dalam surat al-Nisa (4) ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat
tersebutAllah SWT menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan
”sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sudah dibayarkan hutang yang dilakukan oleh

pewaris”. Namun hasil ijtihad dari ulama jumhur menetapkan bahwa selain dua kewajiban

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung, Sumur Bandung, 1993), h 18.
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tersebut, biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan.?
Pemikiran yang menetapkan pembayaran biaya pengurusan jenazah untuk orang yang berada
dibawah tanggungan pewaris itu didasarkan pada pertimbangan bahwa sewaktu masih hidup
orang itu menjadi tanggungannya, demikian pula menjadi tanggungannya ketikaia mati.>

Dengan demikian tindakan mendahului yang harus dikeluarkan sebelum pembagian harta
warisan tersebut adalah: a) biaya pengurusan jenazah, b) pembayaran hutang pewaris, c)
menyerahkan wasiat. Selanjutnyaselain tiga hal tersebut sangat penting pula diperhatikan
keterkaitan harta itu dengan hak orang lain, seperti harta bawaan masing-masing suami dan
isteri, hak syarikat dalam harta yang dimiliki dan hak terhadap harta bersama yang sedang
digunakan. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa harta peninggalan dapat dikatakan
sebagal harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris apabila telah dikeluarkan: biaya
pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pemenuhan wasiat,dikeluarkan harta bawaan yang
dibawa oleh suami atau isteri, serta bagian dari harta bersama.

Pemahaman tentang harta mana yang tergolong harta peninggalan dan harta manapula
yang tergolong harta warisan Kompilass Hukum Islam menjelaskan sebaga berikut: Harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang
menjadi miliknya maupun hak-haknya.* Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah
bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampal
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk
kerabat.® Y ang dimaksud harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan
isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.® Adapun harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya
harta milik masing-masing suami atau isteri.’

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai isteri banyak memasuki sektor
lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya sebagai

budaya yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Para wanita banyak yang mempunyai

2 lbnu Abidin, Hasyiyatu Radd al-Mukhtar( Mesir: Mustafa al-Babiy al Halaby, 1967), 78.
3lbid

4 KHI pasal 171(d)

5 KHI pasal 171(€)

6 KHI pasal 87 (1)

’KHI pasal 85.
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peran dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu
rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan
keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki
atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota
keluarganya. Sebenarnya pemikiran reaktualisasi banyak terjadi dalam bidang hukum keluarga
khususnya tentang harta dalam perkawinan karena akan timbul kontroversial apabila terjadi
perceraian baik cerai hidup atau cera mati. Sementara pasangan suami dan isteri jarang yang
melakukan perjanjian tentang harta yang ada dalam perkawinannya.

Yang menjadi latar belakang masalah adalah apabilaisteri yang bekerja, ikut menanggung
beban ekonomi keluarga, distribusi pembagian harta dalam perkawinan menjadi harta waris
pasca cerai mati bagi isteri yang bekerja dan berpenghasilan menjadi tidak jelas, Sementara
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 menyebutkan: “apabila terjadi cerai mati, maka
separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.Bukankah isteri dapat
memiliki semua penghasilan yang diperoleh selama ia bekerja. Hal tersebut akan berdampak
terhadap penentuan jumlah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli warisisteri apabilaisteri
yang meninggal dunia. Sedangkan KHI maupun Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan
belum mengatur sgjauh mana hasil-hasil perolehan bagi isteri maupun suami sehingga dapat
dibedakan mana yang termasuk dalam kategori “nafkah” keluarga dan mana yang termasuk
dalam kategori "hak pribadi”.

Hak dan kewagjiban suami isteri yang tidak dirinci secara balk daam KHI dan Undang-
Undang Perkawinan terutama dalam hal harta kekayaan dengan segala implikasinya, apabila
isteri bekerja ( mempunyai penghasilan yang cukup dan ikut membiayai kebutuhan keluarga)
seperti kewajiban nafkah, distribusi harta bersama, akan senantiasa membawa perkara-perkara
kontroversial dalam menentukan berapa jumlah harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris,
sebab yang ingin dicapai dari semua aturan adalah sebuah keadilan yang mengacu kepada
kemaslahatan masing-masing pihak, suami maupun isteri dan pihak yang terkait dengan
keduanya seperti ahli waris. Berikut solusi yang bisa dilakukan terhadap pembagian harta
bersama abgi isteri yang bekerja.

C. Masalah Pendlitian
Masal ah-masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanadistribusi harta dalam perkawinan menjadi harta warisan?
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2. Bagaimana pembagian warisan untuk istri yang bekerja?
3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap harta warisan isteri yang bekerja?

D. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui pendistribusi harta dalam perkawinan menjadi harta warisan
2. Untuk mengetahui bagian hartawarisan untuk istri yang bekerja
3. Untuk mengetahui alat/perlindungan hukum terhadap harta warisan isteri yang bekerja
M etode Penelitian
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab masalah-masalah tersebut adalah:
ketentuan hukum Islam baik yang terdapat dalam al-Qur’an atau al-hadis serta pendapat
mufassir yang tergolong salaf dan modern terkait dengan hukum isteri yang bekerja di luar
rumah. Pemahaman ahli figh dan pendapat pakar hukum keluarga Islam terkait dengan status
harta bersama, distribusi pembagian harta bersama pascacerai. Ketentuan yang telah diatur
baik dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, kendala dan solusi mengenai pembagian harta perkawinan menjadi hartawaris,
perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan.
2. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber tertulis dan tidak
tertulis (sebagai pendukung). Sumber tertulisnya meliputi buku, dokumen, notulen (arsip),
surat kabar, majalah, jurna dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan
sumber data pendukung meliputi pendapat hakim, panitera, juru sita, juru sita pengganti, di

Pengadilan Agamatertentu, bila diperlukan.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumenter
Teknik studi dokumentair digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data
yang terekam dalam dokumen baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dokumen
pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman
dan kepercayaannya. Pengumpulan dokumen ini dimaksudkan untuk memperoleh kejadian
nyata tentang situasi sosia dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Ada tiga
dokumen pribadi yang dimintakan peneliti seperti: buku harian, surat pribadi dan autobiografi.
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Adapun Dokumen resmi dimaksudkan untuk menggali data arsip dan data yang
dipublikasikan seperti: kitab-kitab figh, buku-buku yang dipublikasikan, dan putusan
peradilan agama terkait dengan perkara putusan harta bersama.

b. Pengamatan (Observation).

Observas ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pemahaman, perilaku,
kegiatan, peristiwa, sikap, perasaan, pola pikir, tujuan dan tingkat ekonomi suami isteri (ruang
atau tempat, benda atau alat, waktu) dalam membagi harta bersama; dan dampak yang timbul
sebagai akibat dari pembagian harta bersama dari isteri yang turut bekerja dan berpenghasilan
ikut menanggung beban ekonomi keluarga terhadap harta warisan. Alasan penggunaan
observas dalam penelitian ini adalah karena teknik pengamatan memungkinkan pengamat
untuk melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, menangkap makna
fenomena dan budaya dari pemahaman subjek. Pengamatan memungkinkan pendliti
merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, bukan apa yang dirasakan dan
dihayati oleh si pendliti. Jadi interpretasi peneliti harus berdasarkan interpretasi subjek yang
diteliti.

Selain alasan tersebut di atas juga karena pengamatan yang dilakukan sendiri oleh
peneliti dapat memperoleh kebenaran yang meyakinkan, karena peneliti dapat secara

langsung mengecek kebenaran informasi.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Dengan metode ini diharapkan dapat menganalisa secara mendalam dan dapat berpikir bebas
dalam memproyeksikan peristiwa yang sebenarnya untuk kemudian ditarik kesimpulan. Proses
analisa datanya dilakukan dengan tahapan-tahapan reduks data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan.

Content analysis (kajian isi). Kajian isi di sini maksudnya adalah “teknik apa pun
yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristk pesan, dan
dilakukan secara obyektif dan sitematis”. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai teks
tentang ketentuan harta berssama dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan dalam
Kompilas Hukum Islam (KHI).



Metode analisis kritis penting juga digunakan dalam penelitian ini. Metode kritis
digunakan untuk menghubungkan satu teks dengan teks lainnya, kemudian dihubungkan
dengan redlitas sosial yang berlaku. Kritik ada dua macam, yaitu kritik internal, digunakan
untuk mengkritik ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, dan kritik eksternal, digunakan untuk mengkritik
pendapa-pendapat lain tentang harta bersama. Kemudian verifikatif analitik juga penting
digunakan untuk menganalisis kembali konsep-konsep Islam dalam a-Qur’an tentang isteri
bekerjadi luar rumah.

F. Hasl penelitian Dan pembahasan

1. Asal Usul Harta Warisan

a. Asal Usul Harta Dalam Perkawinan

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada umumnya mengakibatkan persatuan
harta kekayaan. Namun, terkait percampuran harta dalam perkawinan dalam islam di
kenal dua pendapat, Pendapat pertama menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak
dikena percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan kecuali
adanya ”syirkah”, harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai
sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak
milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.® Oleh karena itu, wanita yang bersuami
tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk
mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam
masyarakat. Sebagaimana Firman Allah (Q. An-Nisa; 32).

Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri
menurut hukum Islam.® Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-
undang No.1 tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti dalam pasal 35, 36
dan 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.Dalam pasal 35 - 37 Undang-

Undang Perkawinan menyebutkan :

8| drisRamuyo, HukumKewarisan, HukumAcaraPeradilan Agama, Dan Zakat MenurutHukum Islam, (Jakarta:
SinarGrafika, 1995), 29.

°Ibid, 32.
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Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35
UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal
terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar.’® Harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan
menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pasal 35
(2) UUP), kecuai kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (pasal 36 (1)
UUP) yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (2) UUP).Pasal 37 UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menegaskan : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Y ang dimaksud dengan "hukumnya’
masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga
dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena
usahanya menjadi harta bersama.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 menyatakan ” (1) Perjanjian
percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing
kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, (2)
Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1 dapat juga diperjanjikan bahwa
percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat
perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang
diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada
dasarnyatidak ada percampuran antara harta suami dan hartaistri karena perkawinan.

Pasal 97 yang mengatur sebagai berikut : "Janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan”.'? Jadi secara hukumnya, dibagi samarata. Jikaterjadi perceraian,
tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut,
Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut.
Bagamana mekanisme pembagiannya, Hukum tidak menentukan mekanisme
pembagiannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami - istri

10'M. Y ahyaHarahap, KedudukanKewenangan Dan AcaraPeradilan Agama, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), 272.
1M IdrisRamulyo, Hukumperkawinan, hukumkewarisan, hukumacaraperadilanagama dan zakat
menuruthukumislam, (Jakarta: sinargrafika, 1995, 33.
Departement agama RI, HimpunanPer aturaperundang-UndanganDalamLingkupPeradilan
Agama, TentangKompilasiHukum Islam, 2001, 341.
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tersebut, apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi dua atau langsung dibagi dua
dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.

Dengan demikian, jika dilihat asal usul atau sumber harta suami istri dalam
perkawinan, maka terdapat empat sumber/asal usul harta suami isteri dalam perkawinan
yaitu 3. Jadi secara garis besar harta yang dimiliki suami istri dapat dikelompokkan juga
menjadi 3 macam:**

1) Hartapribadi suami adalah:
a) Harta bawaan suami, yaitu yang dibawanya sgjak sebelum perkawinan.
b) Harta yang diperolehnya sebagal hadiah atau warisan.

2) Hartapribadi istri adalah:
a) Hartabawaan istri, yaitu yang dibawanya sgjak sebelum perkawinan.
b) Harta yang diperolehnya sebaga hadiah atau warisan.

3) Hartabersama suami istri adalah:

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami

istri pasal 36 (1) Undang-undang Perkawinan.

b) Harta suami istri atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau

bersamasama suami atau istri selama ikatan perkawinan, tanpa

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pasal 1 huruf F (KHI)

b. Distribusi Harta Perkawinan Menjadi Harta Warisan

Berdasarkan paparan diatas, maka perlu dijelaskan harta perkawinan yang menjadi harta
warisan. Daam hukun Islam, yang dimaksud dalam harta warisan ialah harta peninggalan
pewaris setelah diadakan tindakan pemurnian sebelum dialihkannya harta tersebut kepada ahli
waris. Tindakan pemurnian tersebut diantaranya adalah pengeluaran harta yang menjadi hak
janda atau duda yang berupa harta pribadi, harta bawaan atau mungkin hadiah yang diperoleh
selama perkawinan. Kemudian pelunasan hutang serta biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan
jenazah demikian pula zakat yang harus dibayar. Tindakaan pemurnian harta dalam sistem

13H. A. Damanhuri, Segi-segiHukumPerjanjianPerkawinanHartaBersama, (Bandung: MandarMaju, 2007), hal. 29.
¥ bid.
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pewarisan Islam ini memperlihatkan fungs sosia dari harta seseorang, artinya Islam tidak
mengenal pemutlakan kepemilikan atas harta benda, sebab didalamnya terdapat hak orang lain.

Secara normatif pengaturan masalah pewarisan dalam sistem pewarisan Islam terdapat
dalam Al-Qur’an maupun hadist nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur’an yang membicarakan
masalah pewarisan ini terutamaterdapat dalam surat An-Nisa (4) pada ayat, 7,11,12,33 dan 176.

Ayat-ayat di atas dengan jelas membahas sistem kewarisan dan pembagian harta warisan
dalam Islam, namun terhadap yang telah diatur dalam Al-Qur’an tersebut menimbulkan beberapa
persoalan, terutama berkenaan dengan hak, dimanaterlihat adanya perbedaan antara hak seorang
wanita dengan seorang laki-laki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan diskriminatif sifatnya.

Sistem pembagian yang lebih memberikan posisi yang besar kepada laki-laki
ternyata di ikuti oleh tanggung jawab dalam keluarga. Ternyata dalam Islam tanggung jawab
terhadap keluarga termasuk dalam hal ini yang mencari harta adalah laki-laki (suami), sehingga
atas dasar pemikiran ini Al-Qur’an memandang adil jika yang bekerja, dalam hal ini laki-laki
memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum wanita. Gagasan ini menurut Amir Syarifudin
tentunya sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yang menekankan pada asas keadilan
berimbang, disamping asas ijbari (dengan sendirinya), bilateral, asas individual dan asas
kewarisan semata akibat kematian.®

Dalam pengaturan masalah waris, eksistens harta bersama oleh para pemikir hukum
Issam dijadikan salah satu sumber pemecahan masalah ketika terjadi perceraian dalam
perkawinan pada masyarakat Islam di Indonesia meskipun seorang isteri tidak bekerja
sebagaimana yang dilakukan oleh seorang suami, maka ketika terjadi cera mati untuk seorang
isteri memperoleh bagian yang sama terhadap harta bersama sebagai hasil kerja suaminya.

Hal ini rupanya memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat
harta bersama ini, ha ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat
keikutsertaan isteri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan
menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan
pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau isteri sendiri.
Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap

BAmirSyarifudin, PelaksanaanHukumK ewarisan |slam DalamLingkunganAdatMinangkabau,
(PenerbitGunungAgung, Jakarta, 1982), halaman 8-27.
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tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama
dalam masa perkawinan.

Mengenai percampuran harta ini, dalam hukum Islam dikenal dengan lembaga “Syirkah”
atau “persekutuan” yaitu percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga
tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lainnya. Bentuk-bentuk syirkah ini ada tiga macam,
yaitu antara lain :8(1)Syirkah milik yaitu syirkah dalam memiliki harta tanpa suatu perjanjian,
karena terjadi sebagai akibat adanya kegjadian pada orang lain. (2) Syirkah harta melalui suatu
perjanjian. Dalam hal ini yang diperjanjikan dapat berupa modal dan usaha (syirkah ‘inan), atau
hanya berupa usaha untuk menjalankan kapital orang lain (syirkah abdan) maupun dalam bentuk
melakukan perbuatan (syirkah wujuh). (3) Syirkah harta harus melalui suatu perjanjian antara
orang yang punyai kapital dengan orang yang berusaha dengan kapital tersebut.

Diperlakukannya perjanjian antara suami dan istri dalam lembaga syirkah
memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam antara suami dan istri memiliki kedudukan hukum

yang sama.

2. Pembuatan Akte Perjanjian Kawin Sebagai Perlindungan Hukum atas Harta Warisan

1. Perjanjian Dalam Perkawinan
a. Pengertian perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang
tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.’

Secara teoritis perjanjian perkawinan dapat diklasifikaskan menurut Undang-undang
perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, dalam tulisan ini hanya akan di bahasa
dari sudut pandang Undang-Undang Perkaawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 dan Kompilas
Hukum Islam (KHI) sgja, yaitu:

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasa 29 menjelaskan bahwa: (1)
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama
dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah

A mirSyarifuddin, PelaksanaanHukumK ewarisan Islam, 282-283
YAbdRahmanGhazaly, FigihMunakahat, (Bogor: K encana, 2003), 119.
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mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian
tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3)
Perjanjian tersebut mulai berlaku sgak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan
berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 8

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa: (1) Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang
disahkan Pegawa Pencatat Nikah mengenal kedudukan harta dalam perkawinan(2) Perjanjian
tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Di
samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga is perjanjian itu menetapkan
kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta
bersama atau harta syarikat.®

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI & Undang-undang Perkawinan tahun
1974.

Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai
pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu:
1) Tidak menyalahi hukum Syari’ah yang disepakati

Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat
perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat
perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti,
sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-
masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya
batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

18Departement agama RI, HimpunanPer atur aperundang-UndanganDalamLingkupPeradilan Agama, Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, 2001, 138.

Departement agama RI, HimpunanPer aturaperundang-UndanganDalamLingkupPeradilan Agama,
InstruksiPresiden No. 1 Tahun 1991 TentangKompilasiHukum Islam, 2001, 328.
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Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan
dari pihak manapun.

3) Harusjelas dan gamblang

2.

Bahwa is dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di
kemudian hari.

Akta Perjanjian Kawin Sebagai Perlindungan Hukum atas Harta Perkawinan dan Bagian

HartaWarisan Isteri

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindung hukum terhadap harta bawaan
masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian
perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segal anya diserahkan pada kedua pihak.?°

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat
perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para
mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sgak
awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara
pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai
undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak,
dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan,
dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam
perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan,
Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau
perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.

20Jurnal dunia-ibu.org online, PerjanjianPranikah, copyright 2001-2002, http://www.duniaibu. org/htmi/
perjanjian_pra_nikah.html), diaksespada 4 oktober
2013.
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2.

3.

4.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika  perjanjian tersebut
pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen
dalam mengatasi kemusykilan, menyel esaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.?

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan
tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan isteri. Banyak terbukti
bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.?

Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa
selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada
persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang Undang
Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi
hukum Islam diantaranya yaitu:

Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam ha utang piutang terhadap pihak ketiga.
Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara
suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak s berpiutang pada saat berlangsungnya
transaksi-transaks adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada
perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal
mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak
berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad
baik.

Apabila terjadinya perlanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian
kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian
kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam
Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk
meminta pembatalan nikah”.

Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri
dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. Dalam hal ini perlu diatur pada

pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan

2lAs-SayyidSabiq, Figh as-Sunnah (Semarang: Thaha Putra, TT), 111:99
2Republika online, “PerjanjiansebelumPerkawinan, Perlukah?””,Minggu, 18 Februari
2001, (http://mwmw.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353& kat_id=59), diaksespada4 Oktober 2013.
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pel aksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilihan hukum.

Jadi akta perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika
terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk
penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti
Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur
penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, termasuk di dalamnya
soal pemisahan harta kekayaan.

Demikian halnya dalam konteks kewarisan, akta perjanjian pranikahnjuga bisa menjadi alat
perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pihak keluarga suami,maka
dari itu, akta perjanjian kawin terkait harta menjadi hal yang penting. Y ang perlu dipertimbangkan dalam
membuat perjanjian pranikahn dan jugaPersoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke
dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke
dalam point perjanjian. Demi terlindunginya hak perempuan di kemudian hari.

Harta Warisan Isteri yang Bekerja

1. Setatus kepemilikian Harta Isteri yang Bekerja

Mengenai setatus kepemilikian hartaisteri yang bekerja, bilamelihat Surat Al-Ahgaf ayat 19
yang berarti : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan
dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan mereka sedang mereka tiada
dirugikan”, secara umum Kiranya merupakan dasar dalam Islam memperbolehkan pemikiran,
meskipun itu dapat menyebabkan pemiliknya menjadi sangat kaya dan melimpah ruah hartanya,
selama iatetap memelihara diri untuk mencari harta dengan cara yang hala dan menginfagkan
harta itu kepada yang berhak, tidak dipergunakan untuk yang haram dan tidak berkelebihan di
dalam yang mubah, tidak pelit dengan yang haqg, tidak menzhalimi seseorang, serta tidak makan
hak orang lain, sebagaimana konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan) dalam Islam (bukan
pemilikan secara mutlak). Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan
terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara
harta suami atau istri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan
eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya

dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya
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menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta
bawaan maupun harta asal, tetap menjadi miliknya secara pribadi.

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama
dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-
masing. Implikasi dari surat An-Nisaini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri
selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut.

Mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 32 tersebut maka jelas bahwa secara tegas hukum
Islam mengakui keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh istri selama bekerja.
Ketentuan ini pada satu sisi jelas berbeda dengan konstruksi hukum adat maupun Kompilasi
Hukum Islam yang mengatur masalah harta bersamanya, yang melebur menjadi satu harta yang
diperoleh istri menjadi harta bersama, sehingga pengakuan hak seorang istri terhadap harta yang
diperolehnya dengan bekerja selama dalam perkawinan menurut hukum adat, Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak ada.

. kewarisanistri yang bekerjadalam Islam

Pada dasarnya berbicara kewarisan isteri dalam hukum Islam di atur dalam surat An-Nisa 12
yang menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu :

Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak
mewaris. Y ang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah
dari garis laki-laki. Anak atau cucu yang diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari
istri yang terdahulu.

. Satu perempat (1/4) hartawarisan bilatidak ada anak atau istri seperti tersebut diatas.

Norma hukum di dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli
waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan
bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya.
Dilihat secara sepintas, kalau dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan
membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat
diskriminatif dan tidak adil.

Adapun kalau dikai secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam,
yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan
dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan

warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak,
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dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdel apan (1/8) bagian yang diterimanya
tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria
sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai
istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, An-Nisa (4) : 34

Rupanya norma hukum kewarisan Islam yang menentukan bagian warisan wanita mendapat
seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris
meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya, merupakan
ketentuan yang adil, disesuaikan hak dan kewajibannya yang diberikan oleh hukum.

Dihubungkan dengan masalah ini- bahwa hukum Islam tidak dapat dipandang dari satu segi
sgja secara terpisah, tetapi harus dilihat dari satu sisi Islam secara keseluruhan. Apabila suatu
unit tidak berjalan maka akan mempengaruhi unit lain, karena masing-masing unit saling
menopang untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang hendak dicapai oleh sistem hukum
Islam secara keseluruhan.

Redlita sosial yang ada menunjukkan terhadap suatu sistem unit-unit yang ada tidak bekerja
menurut sifatnya, tidak sedikit dominasi perempuan dalam menghidupi keluarga melalui dunia
kerja, dengan latar belakang yang berbeda-beda. para wanita sebagai istri banyak memasuki
sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di
dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunya peranan dalam menanggung
beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagal ibu rumah tangga semata-
mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga
ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan
sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarganya.

Kaitan dengan kewarisan tentu perlu dilakukannya sebuah perlindungan terhadap harta isteri
yang bekerja dengan tanpa mendobrak norma-norma hukum islam yang sudah ditetapkan dalam
a-Quran, hal ini hanya dapat dilakukan dengan perjanjian kawin melalui pembuatan akta

perjanjian kawin sebagai perlindungan hukum terhadap harta Istri dalam kewarisan.

G. Kesimpulan

1. Distribusi harta dalam perkawinan menjadi harta warisan

Terkait distribusi harta perkawinan menjadi harta warisan, maka diadakan tindakan pemurnian
harta sebelum dialihkanya harta tersebut sebagai ahli waris. Untuk Iebih jelasnya agar diketahui
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sgjauhmana distribusi harta dalam perkawinan yang akan menjadi harta warisan, maka tentu
terlebih dahulu dilakukan klarifikas terhadap asal usul harta dalam perkawinan, yaitu: Pertama,
harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri. Kedua, harta
hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah. Ketiga, harta yang diperoleh pada saat perkawinan
atau karena perkawinan, dan Ke-empat, harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari
hibah.

2. Pembagian warisan untuk istri yang bekerja

Daam ha pembagian warisan istri yang bekerja terlebih dahulu mengkaji Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 (1) menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama”. Maka harta yang diperoleh selama perkawinan
berlangsung merupakan harta bersama atau milik bersama logikanya masing-masing pihak suami
dan istri tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri, baik harta yang ada itu akan dijual, digadai,
dihadiahkan, dipergunakan untuk kemaslahatan umum maupun untuk ibadah harus ada
persetujuan suami atau istri, seperti disebut juga dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan. Demikian juga di atur dalam Kompilass Hukum Islam Pasal
96.
3. Perlindungan hukum terhadap harta warisan isteri yang bekerja

Agar mendapat perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami
ataupun istri, dan terhadap harta yang diperolehnya sendiri selama perkawinan, maka diharuskan
membuat akta perjanjian kawin.
Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan
dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana
para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan
harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi
perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagal hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai
undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak,

dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan. perjanjian perkawinan
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terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang

Undang Perkawinan.
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SUMMARY (jangan di prin)

Penelitian ini berjudul “Harta Kewarisan Isteri yang Bekerja’ yang dilakukan untuk
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan ke dalam pertanyaan: @) Bagaimana distribusi
harta dalam perkawinan menjadi harta warisan?; b) Bagaimana pembagian warisan untuk isteri
yang bekerja?; ¢) Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta warisan isteri yang bekerja?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber tertulis dan tidak
tertulis. Sumber tertulis meliputi buku, dokumen, notulen (arsip), surat kabar, majalah, jurnal dan
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data yang tidak tertulis
adalah sebagai sumber pendukung dari hasil observas di lingkungan tertentu terhadap isteri yang
semangat bekerja membantu kebutuhan dalam keluarga. Teknik pengumpulan datanya adalah
studi dokumen dan observasi. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan
metode kualitatif dengan tahapan-tahapan reduks data, penygjian data dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa distribus harta perkawinan menjadi harta warisan,
maka terlebih dahulu dilakukan klarifikasi terhadap asal usul harta dalam perkawinan, yaitu:
harta hibah, harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri, harta hasil usaha
sendiri sebelum mereka nikah, harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena
perkawinan, dan harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah. kemudian yang
menjadi harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah dilakukan pengurangan atas
harta pribadi yang berupa harta bawaan atau harta hadiah atau warisan, termasuk juga dilakukan
pengurangan terhadap harta perolehan masing-masing selama perkawinan, jika semua itu
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diperjanjikan dalam sebuah perjanjian kawin yang isinya kesepakatan pemisahan harta perolehan
masing-masing.

Pembagian warisan untuk istri yang bekerja, terkait dengan status harta hasil pekerjaan
isteri, adalah hak milik isteri (a-Nisa ayat 32) betapapun menurut UUP dan KHI menjadi harta
bersama yang mana suami atau isteri tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri atas harta
tersebut melainkan harus ada persetujuan antara keduanya.

Sebagal Perlindungan hukum terhadap harta warisan isteri yang bekerja, maka perlu
dilakukan “perjanjian perkawinan” terhadap harta yang diperoleh baik harta tersebut diperoleh
sebelum perkawinan misalnya harta bawaan isteri, hadiah atau warisan dari orang tuanya,
ataupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung dari hasil isteri bekerja.
Dengan i’tikad baik ini, jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan
sdlah satu landasan bagi masing-masing pasangan suami atau isteri. Demikian halnya dalam
konteks kewarisan, akta perjanjian perkawinan dapat menjadi alat perlindungan  bagi
perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pihak ketiga, maka dari itu, akta
perjanjian kawin terkait harta menjadi hal yang sangat penting.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: @) memperkaya khazanah
ilmu keislaman terutama dalam bidang Ahwal al-shakhsiyah; b) memberi masukan bagi suami
atau isteri yang memiliki harta baik sebelum perkawinan dilangsungkan atau sesudahnya. Karena
itu, direkomendasikan kepada para pihak bak suami atau isteri agar sedapat mungkin bisa
menekan terjadinya kontroversi dalam pembagian harta warisan karena ketidakjelasan macam
harta yang dimiliki dengan cara melakukan perjanjian perkawinan baik dilakukan pada sebelum
atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang diketahui oleh notaris atau pegawai pencatat
nikah, sehingga apabila isteri atau suami meninggal dunia, pembagian harta warisan dapat
berjalan dengan lancar, tidak ada pihak yang merasa dirugikan membawa kemaslahatan untuk
semua ahli waris. Prinsip keadilan dalam pembagian waris selalu diharapkan oleh semua pihak
sesual dengan usaha dan bakti selama hidupnya dalam keluarga.
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